KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR |435 TAHUN 2018
TENTANG

PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG PENYELENGGARAAN
PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. ARMINAREKA PERDANA

CABANG KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,
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bahwa dalam rangka pembinaan, pelavanan dan perlindungan
yang scbaik-baiknya kepada jemaah sehingga jemaah dapar
menunatkan jbadahnya sesual ketentuan syariat Islam por
adanya keterlibatan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim dan Rekomendasi Kepal
Rantor Kementerian Agama Kota Bandung Nomor : H-00u
Kk.10.19/5/H;.00/X1/2018 tanggal 14  September 2014,
menyatakan  PT. Arminareka Perdana telah memenuhi persyarat o
dan layak untuk diberikan lzin Operasional Kantor Cabo
Penyelengguraan Perjalanan [badah Umrah di Kota Bandung

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalin
huruf & dan huruf b, periu menetapkan Keputusan Kepala Kant
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentan
Pengesahan Izin Operasional Kantor Cabang Penvelenggaroo
Perjalanan Ibadah Umrah PT. Arminareka Perdana Cabang kot
Bandung;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tlentang Perlindunga:
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomer 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomos
3821y;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggarann
ibadah Haji {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non
4845} sebagaimeana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggoni:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan At
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelénggarau
Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Hepublil
Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Nego
Republik Indonesia Nomor 5061);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatain
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahon
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publ]
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaroo
Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20!
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik indone
Nomor 5345);
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6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementeria

Agama {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo
168);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentan
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementenan Agan.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Keria Kementerian Agama (Berita Nepar
Republik Indonesin Tahun 2016 Nomor 1495);

9. Peraturan Menter Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentany
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah {Berita Negara Republi)
Indonesia Tahun 2018 Nomeor 366);

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2015 tentang Iz
Operasional  Penyelenggaraan Perjalanan  Ibadah  Umirab
PT. Arminareka Perdana:

MEMUTUSKAN;

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PENGESAHAN IZIN OPERASIONAL KANTOR CABANG
PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH PT.
ARMINAREKA PERDANA CABANG KOTA BANDUNG.

Mengesahkan lzin Operasional Kantor abang Penyelenggaraan

Perjalanan lbadah Umrah sebagai berikut :

Nama Perseroan Terbatas (PT) : ARMINAREKA PERDANA CABAN
KOTA BANDUNG

Kepala Cabang 1 AZIS SOPANDI

Alamat ¢ Jin Soekarno Hatta Ruko Menn
Indah  Mall BiokI No23 Ko
Banduug

Masa lzin Operasional : November 2018 s.d November 2021

Pengesahan lzin Operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU berlaku selama 3 {tiga} tahun, dengan ketentuan
dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan dan ketentuan vane
berlaku.

Perpanjangan lzin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Dikto:

KEDUA dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepal,
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat melalui Ke pal:
Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wanl
mentaati peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentu:
apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimu
mestiny

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 'L November 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,




